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Abstract
The judge in the decision 35PK/Pdt.Sus-HKI/2014, the judge did not explicitly clarify the standard of novelty, while Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs does not clearly define the concept of novelty. In that decision, the petition filed by Salim Trading Co. regarding the “Easy Gel Pen” design was rejected on the grounds of lack of novelty. This study aims to analyze the novelty standards applied by judges and the legal protection afforded to the novelty of industrial designs under the aforementioned law. The study employs a normative legal method using a legislative and case-law approach. Data were collected through literature review and field research, then analyzed qualitatively. The results indicate that the judge did not examine the merits of the case because the complaint was dismissed at the first instance; consequently, legal protection for the novelty of the industrial design was not granted in that decision.
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 Abstract
Hakim dalam Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tidak menjelaskan secara tegas standar kebaruan desain industri, sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri belum mengatur pengertian kebaruan secara jelas. Dalam putusan tersebut, permohonan Firma Salim Trading Co terkait desain Easy Gel Pen ditolak dengan pertimbangan tidak adanya kebaruan. Penelitian ini bertujuan menganalisis standar kebaruan yang digunakan hakim dan perlindungan hukum terhadap kebaruan desain industri berdasarkan undang-undang tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak memeriksa pokok perkara karena gugatan pada tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga perlindungan hukum terhadap kebaruan desain industri dalam putusan tersebut tidak diperoleh.

Kata-kata kunci : Desain Industri,  Kebaruan, Kenko.
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A. Pendahuluan

Kekayaan intelektual merupakan hasil kegiatan kreatif daya pikir manusia. Oleh karena itu, obyek yang diatur dalam kekayaan intelektual adalah berbagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Setiap pribadi yang menghasilkannya memiliki hak untuk dilindungi secara hukum. perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya ditujukan untuk pengembangan teknologi semata, melainkan juga untuk menjamin keuntungan ekonomi bagi penciptanya.[footnoteRef:1]Kekayaan Intelektual mampu melindungi hal-hal yang berkaitan dengan produk agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain demi keuntungannya sendiri dan merugikan pemilik hak tersebut, contohnya kekayaan intelektual bisa melindungi desain sebuah produk.[footnoteRef:2] Desain sebuah produk yang dimaksud adalah desain industri. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh  perlindungan terhadap hak desain industri dari negara yang sudah diatur di dalam Undang-undang UU Nomor 31 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri). Menurut Keebaugh dalam Putri menyatakan bahwa perlindungan Desain Industri dalam sistem hukum kekayaan intelektual mengarah pada adanya peningkatan inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi kepada pendesain untuk mengembangkan produk yang lebih baik. Perlindungan desain industri yang kuat akan mengarah pada lebih banyak kreativitas dan inovasi yang akan mengarah pada produk-produk yang berkualitas lebih tinggi.[footnoteRef:3] [1:  Yoan Nursari Simanjuntak, Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial), Srikandi, Surabaya, 2014, hlm. 44-46]  [2: Enni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, “Perlindungan HAKI Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan”, Niagawan, Vol. 8, No. 2,  2019, hlm. 1 ]  [3:  Rizqi Traniati Putri, “Syarat Kebaruan pada Desain Industri sebagai Dasar Gugatan Pembatalan Desain Industri,”, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol. 1, No. 4, 2021, hlm. 2112, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/34] 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.” Perlindungan desain industri diberikan dengan jangka waktu 10 tahun. Perlindungan ada tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran.[footnoteRef:4] Menurut  Jeremy Phlips dan Alison Firth dalam AR dan Ramadani bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu Desain harus spesifik.[footnoteRef:5]Perlindungan atas Desain Industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya Desain Industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, padahal Desain Industri yang diciptakan yang bukan merupakan hasil karyanya sendiri melainkan tiruan dari karya orang lain dan tetap dilindungi secara hukum dengan alasan tidak dapat menggabungkan antara Undang-Undang Hak Cipta dan Desain Industri berati tujuan mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya tidak tercapai. Memberikan kontribusi bagi kemajuan industri pada kenyataanya memberikan kerugian bagi pencipta sebenarnya.[footnoteRef:6]Secara substantif Undang-Undang Desain Industri terdiri dari 57 pasal. Pasal-pasal ini mengatur beberapa hal penting berkaitan dengan pengertian pendesain, persyaratan perlindungan desain industri subyek desain industri, lingkup hak, permohonan pendaftaran, pembatalan dan penyelesaian sengketa Desain Industri.[footnoteRef:7]  [4:  Inge Dwisvimiar, Efriyanto, Rafi Hanif Fadhlan, “Pihak yang Berkepentingan dalam Kasus Pembatalan Pendaftaran Desain Industri, Widya Yuridika:Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm 120. https://doi.org/10.31328/wy.v6i1.3997]  [5: Azhari AR dan Gema Ramadani, “Desain Industri Sebagai Karya Yang Di Lindungi”, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 24]  [6:  Novita Ratna Cindi Filianky, “Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri dan Hak Cipta”, Jurnal Repertorium, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 78.]  [7:  Zico Armanto Mokoginta, “Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”, Lex Privatum, Vol. V, No. 5, 2017,  hlm. 123] 

Sistem perlindungan desain industri akan mengakibatkan adanya hak desain industri. Menurut Soeparman, pengertian hak desain industri dari sudut pandang ilmu hukum, dapat dikaitkan dengan hak-hak subjektif dalam hukum yang dibagi dalam 2 golongan besar, yakni hak mutlak (absolute rechten, onpersoonlijke rechten), dan hak relatif (nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten). Hak mutlak ialah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memerhatikan kepentingannya. Kekuasaan ini dikarenakan mutlak karena berlaku terhadap subjek hukum lain. Sedangkan hak relatif adalah setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain/tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu. Mengingat hak desain industri ini adalah suatu hak yang diberikan kepada orang atau badan hukum berdasarkan undang-undang dan hak tersebut berlaku terhadap subjek lain yang akan menggunakan hak tersebut, hak desain industri dapat dikategorikan dalam kelompok hak mutlak.[footnoteRef:8] Hak desain industri merupakan hak eksklusif pendesain atas hasil kreasinya untuk melaksanakan sendiri dan/atau memberi persetujuan kepada orang lain. Hak eksklusif disini adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan lingkup hak yang dimilikinya sendiri dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Pengecualiannya adalah pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri.[footnoteRef:9]  [8:  Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Alumni, 2016, hlm. 115]  [9:  Dina Widyaputri Kariodimedjo, “Perlindungan Hak Cipta Hak Terkait, dan Desain Industri”,  Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, Juni 2015, hlm. 282] 

[bookmark: _Hlk140503882]Desain industri mensyaratkan kebaruan. Kebaruan dalam Desain Industri atau newness merupakan salah satu syarat diberikannya perlindungan bagi suatu desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) berbunyi “hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru”.[footnoteRef:10] Hampir seluruh negara mendasarkan penilaian kebaruan desain industri kepada aspek ornamental atau estetis yang diterapkan dalam suatu barang yang memiliki kegunaan (useful article). Kebaruan aspek ornamental tersebut terkait dengan kesan visual secara keseluruhan (overall impression). Syarat kebaruan tersebut diterapkan dalam beragam istilah, misalnya originality, distinctive, dan individual character yang pada intinya produk baru tersebut mempunyai perbedaan kesan visual dari produk yang telah ada sebelumnya. Persyaratan mengenai tingkat kebaruan tersebut bervariasi antara berbagai negara dimana lingkup kebaruan tersebut mencakup aspek kreasi, waktu, tempat dan estetika.[footnoteRef:11] Berlandaskan dengan Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat “tidak sama” yang menyebabkan berbagai interpretasi/multitafsir. Multitafsir disini dikarenakan terdapat 2 penafsiran yang berbeda, yang pertama yaitu desain industri dikatakan baru bilamana tidak terdapat persamaan secara substansial dengan yang ada sebelumnya. Sementara itu, penafsiran yang kedua yaitu desain industri dikatakan baru bilamana terdapat perbedaan sedikit dengan yang sebelumnya. Karena ketidak tegasan dari Undang-undang sendiri dalam mengatur unsur kebaruan dalam perlindungan industri menyebabkan ketidakpastian hukum. Jadi, potensi penyalahgunaan hak atas desain industri serta sengketa akan bertambah sehingga dapat mengakibatkan keraguan bagi kepastian hukum dalam perlindungan desain industri.[footnoteRef:12]  [10:  Mikhail Muhammad Ashiddiq, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, “Perlindungan Desain Industri Terhadap Praktik Peniruan Desain Berdasarkan Kualifikasi Kebaruan Desain Industri”, Palar- Pakuan Law Review,  Vol 07, No. 02, Bandung, Juli-Desember 2021, hlm. 89]  [11:  Ranti Fauza Mayana, “Kepastian Hukum Penilaian Kebaruan Desain Industri Di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Kekayaan Intelektual Dan Perbandingan Hukum”, Jurnal Litigasi, Vol. 18, No.  1,  2017, hlm. 90.]  [12:  Kadek Feby Adhiyanti, “Pengaturan Syarat Kebaruan Dalam Memperoleh Perlindungan Desain Industri Berdasarkan Trips Agreement”, Jurnal Kertha Wicara, Vol.11, No.1, hlm. 19] 

[bookmark: _Hlk135818085]Pentingnya pendaftaran desain industri yaitu untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya, ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah didaftarkan dan untuk mencegah adanya praktik persaingan tidak  jujur.[footnoteRef:13] Kasus Desain Industri dalam penelitian ini yang terjadi pada Firma Salim Trading Co yang melawan Dong A Pencil Co., Ltd, Kim Jewon, serta Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, pada putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ada tiga putusan terkait kasus ini yaitu pada tingkat Pengadilan Niaga,  dengan nomor 104/Desain Industri/2011/PN.Jkt.Pst, yang memutuskan menolak perkara Firma Salim Trading Co dengan pertimbangan bahwa tidak adanya kebaharuan dalam desain Easy Gel Pen milik Firma Salim Trading Co., lalu mengajukan kembali pada tingkat kasasi sehingga menjadi putusan kedua dengan nomor perkara 638 K/Pdt.Sus/2012. Putusan ketiga di   tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang tidak berbeda jauh dengan Pengadilan Niaga bahwa Firma Salim Trading Co bukan merupakan pemegang hak desain industri dari Cixi Jinlum PenMaking, Firma Salim juga mengajukan Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa permohonan dari Firma Salim tidak beralasan, sehingga ditolak kembali. [13: Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda”, Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 41-42] 

Desain Bolpoin milik Firma Salim Trading Co dengan produknya yaitu Kenko Easy Gel Pen (Pulpen) yang sudah diperdagangkan sejak 2008 dengan merek Kenko. Firma Salim Trading Co memperdagangkan Kenko Easy Gel Pen tersebut sejak adanya kerja sama antara Firma Salim Trading Co dengan Wang Jin Xi selaku pemilik dan pemegang desain industri dan telah menunjuk Firma Salim Trading Co sebagai distributor tunggal untuk negara Republik Indonesia berdasakan Distributor Agreement (Surat Perjanjian Distributor). Berdasarkan penunjukan Wang Jin Xi, maka Firma Salim Trading Co mengimpor pulpen Kenko tersebut ke Indonesia dan pulpen Kenko tersebut dibuat memakai merek milik Firma Salim Trading Co yang sudah didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia yaitu dengan merek Kenko. Dengan adanya penunjukan yang diberikan oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jin Lum Pen Making Industry, selaku pemilik dan pemegang Hak Desain Industri kepada Firma Salim Trading Co juga telah diberikan kuasa berdasarkan Design Industry Right and Autority Assignment Letter (Surat Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri). Bahwa Kenko Easy Gel Pen yang diperdagangkan Firma Salim Trading Co tersebut telah didaftarkan di Negara China pada 03 Mei 2007. Sehingga telah memberikan hak desain industri kepada Wang Jin Xi. 
Firma Salim Trading Co. mendapatkan gangguan hukum dari Dong A Pencil Co., Ltd karena ada pelanggaran desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yaitu dengan menyita Kenko Easy Gel Pen (Pulpen), Dong A Pencil Co., Ltd melalui kuasanya telah mendaftarkan Desain Industri pulpen yang serupa dengan merek Kenko dengan judul Pena Bolpoin di Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Kekayaan Intelektual Direktorat Penyidikan dengan tuduhan pelanggaran desain industri, dengan nama pendesain yaitu Kim Jewon, dengan tanggal penerimaan permohonan desain industri adalah pada tanggal 03 Desember 2009 dengan judul PENA BOLPOIN sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Desain Industri Nomor Pendaftaran ID O O23 6O2 – D tanggal 28 Juli 2011. Berdasarkan kasus tersebut, hakim dalam memutuskan tidak menjelaskan secara jelas mengenai kebaharuan dan tidak di atur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga menimbulkan masalah dalam mengartikan kata kebaruan. Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri hanya menyebutkan asas kebaruan tidak dijelaskan secara jelas kata kebaruan yang ada pada desain industri, selain itu yang dipakai di Indonesia ini menganut asas kebaruan atau asas pengajuan pertama yang diterapkan secara khusus.
Perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut : Apakah hakim dalam menentukan standar kebaruan pada putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri? serta bagaimana menjelaskan perlindungan hukum terhadap kebaruan desain industri Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri? Penelitian ini penting oleh karena kebaruan dalam desain industri memiliki karakteristik tersendiri. Fokus masalah yang dikaji yaitu mengenai kebaruan desain industri dan terkait putusan sengketa yang ditolak oleh Hakim, yang belum banyak dibahas mengenai kebaruan desain industri, yang menelaah dari tiga putusan Pengadilan Niaga, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hakim dalam menentukan standar kebaruan pada putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap kebaruan desain industri dalam Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.



A. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan penelitian yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan kasus. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.[footnoteRef:14] Kasus yaitu pada putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. [14:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133-134] 

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pada pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tentang Desain Industri. Pada pendekatan kasus yang dijadikan penelitian ini yaitu pada putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang pada penelitian ini dari putusan pengadilan Niaga, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali.
Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berkaitan dengan bahan hukum primer yaitu wawancara sebagai data pendukung. Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dari bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber dan literatur dari ahli yang berhubungan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu artikel, kamus-kamus hukum, skripsi, jurnal dan internet, yang berkaitan dengan penelitian ini.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui dengan membaca, mempelajari berbagai macam buku, peraturan perundang-undangan serta wawancara untuk data pendukung penelitian.[footnoteRef:15]  Penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif[footnoteRef:16], yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interprestasikan. [15:  Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, LeutikaPrio, Yogyakarta, 2016, hlm. 1]  [16:  Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm. 9] 


B. Hasil dan Pembahasan 

Kasus dalam putusan  Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 mengenai kasus pulpen Kenko, bahwa kasus ini melibatkan tiga putusan, yaitu putusan pada tingkat pertama pada Pengadilan Niaga nomor perkara 104/Desain Industri/2011/PN.Jkt.Pst memutuskan menolak perkara Firma Salim Trading Co dengan pertimbangan bahwa tidak adanya kebaharuan dalam desain Easy Gel Pen milik Firma Salim Trading Co., kedua pada tingkat Kasasi dengan nomor perkara 638 K/Pdt.Sus/2012, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang sama dengan Pengadilan Niaga bahwa Firma Salim Trading Co bukan merupakan pemegang hak desain industri dari Cixi Jinlum PenMaking, dan yang ketiga pada tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dengan pertimbangan Mahkamah Agung bahwa permohonan dari Firma Salim tidak beralasan, sehingga ditolak kembali. Dalam putusannya Hakim menilai bahwa Firma Salim tidak berhak melakukan pembatalan terhadap Dong A Pencil mengenai desain Pena Bolpoin, dan Hakim melihat bahwa tidak ada kebaruan dalam desain milik Firma Salim. Sehingga ketiga putusannya dinilai sudah sesuai aturan dan Hakim dalam putusannya sudah sesuai. Firma Salim sebagai distributor resmi dengan sertifikat yang sah, seharusnya bisa menggugat atau membatalkan desain industri milik Dong A Pencil, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri belum ada aturan yang mengatur kebaruan secara jelas, dan perlindungan hukumnya bagi pemilik ataupun pendesain. 
Nilai kebaruan menjadi unsur penting dalam kebaruan desain industri. Syarat-syarat desain industri yang mendapat perlindungan adalah desain  industri yang memenuhi syarat kebaruan dan desain industri yang tidak melanggar kesusilaan, agama dan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 4 UUDI. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUDI menyatakan hak desain industri  diberikan untuk desain industri yang baru. Hal ini berarti desain industri ini tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.[footnoteRef:17] Keduanya sama-sama mempunyai desain yang sama, namun pada kasus ini Firma Salim terlebih dahulu mengungkapkan produknya dipasaran, yang diedarkan mulai tahun 2009, Firma Salim hanya mengantongi izin sebagai distributor resmi di wilayah Indonesia dari Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang desain, dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 yang sebelumnya telah di daftarkan di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China. Permohonan pembatalan pendaftaran desain industri oleh Firma Salim yang menyatakan bahwa pendaftaran desain industri milik Dong A Pencil dengan judul “PENA BOLPOIN” dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D yang di daftarkan pada tanggal 28 Juli 2011 dengan pemegang hak desain industri yaitu Dong A Pencil Co.Ltd dengan pendisain Kim Jewon tidak memiliki kebaruan.  [17: Mujiyono dan Feriyanto, Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, Sentra KI Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm.36] 

Pertimbangan hakim yang ditemukan dalam putusan menyatakan bahwa Mahkamah Agung setelah meneliti alasan peninjauan kembali yang dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa bukti-bukti peninjauan Kembali yang diajukan oleh Firma Salim tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menetukan, dengan pertimbangan bahwa putusan Judex Juris permohonan penggugat tidak memiliki legal standing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan bahwa tentang Novum yang diajukan tidak disertai Berita Acara dari materi muatannya sudah tersirat (identik) dengan bukti P1 dan P3 dan penggugat/pemohon peninjauan kembali. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali oleh Firma Salim Trading CO tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya pada tingkat kasasi mengungkapkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat bukan pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dari Cixi Jinlum PenMaking Industry Co.Ltd sebagaimana maksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sehingga hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya dalam tingkat peninjauan kembali, majelis hakim pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Juris untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pada kasus ini, belum ada kejelasan mengenai kebaruan itu diharuskan pendaftaran terlebih dahulu ataupun pengungkapannya telah ada sebelum didaftarkan desain industrinya. Padahal ini kebaruan di Indonesia masih tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, kebaruan pada kasus ini terkait Pulpen Kenko dan Pena Bolpoin, kedua desain tersebut sama atau terlihat sama mengenai desain pulpen tersebut, putusan hakim mengambil dari pendaftaran terlebih dahulu, Pena Bolpoin oleh Dong A Pencil dengan Pendisain Kim Jewon, yang terlebih dahulu mengajukan pendaftaran Desain Industri, hakim dalam mengambil keputusannya berdasarkan putusan dari Pengadilan Niaga dan Kasasi, tidak ada yang salah Hakim dalam mengambil keputusan. Hasil data primer berupa wawancara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, hakim dalam hal ini kemungkinan juga dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan terhadap kasus ini, juga mempertimbangkan dari segi konfigurasi, yang dimana konfigurasi ini bisa juga bukan terhadap desainnya yang di daftarkan oleh Dong A Pencil, tetapi bisa juga di daftarkan desain industrinya terkait konfigurasi warna, sehingga dalam hal ini bisa juga Firma Salim dalam mengajukan pembatalan desain industri terhadap Pena Bolpoin milik Dong A Pencil, harus ditolak, dalam Putusan PK/Pdt.Sus-HKI/2014 Firma Salim tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk melakukan pembatalan terhadap desain industri milik Dong A Pencil. Namun dalam hal ini, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pun tidak menjelaskan secara rinci terkait tolak ukur kebaruan desain industri, adapun dalam pelaksanaan terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri pun tidak ada penjelasan secara rinci terkait yang dimaksud dengan kebaruan ataupun standar kebaruan di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai kebaruan di Indonesia, sama pandangannya dalam memandang kebaruan di Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, bahwa kebaruan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Tolak ukur kebaruan dalam desain industri menurut Bapak Iqbal, sebetulnya sama dengan yang ada di negara lain, namun tidak secara harfiiah sama dalam menerapkannya, dan jangka waktu perlindungan desain industri yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu 10 tahun, yang jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pendaftaran kembali, maka desain tersebut dapat digunakan secara bebas oleh umum.
Suatu parameter memerlukan pembuktian bahwa nilai suatu produk yang sejenis dapat menjadi nilai pembeda bagi produk yang telah dibuat sebelumnya dan mempunyai perbedaan bagi orang awam. Meskipun, penyerahan industri terhadap nilai suatu produk kadang-kadang menimbulkan hasil yang sama, adalah kesalahan hukum untuk menguji berdasarkan dua parameter ini. Misalnya ada klaim atau tuntutan atas keseluruhan produk yang tidak didasarkan pada hal baru. Perbandingan produk di industri mencakup dua parameter terpisah, yaitu berdasarkan pengamatan orang biasa dan parameternya. Mereka harus dipenuhi untuk menemukan apakah ada pelanggaran di industri.[footnoteRef:18] [18:  Puteri Melati, Desy Rizki Ramadhani and Camellia Anand,  “Aesthetic Performance Products as a Basis For Non Novelty of Industrial Design Based on the Public Domain Principle”, Notaire, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 75.] 

Melihat dari ketiga putusan dari Pengadilan Niaga, Kasasi, sampai Peninjauan kembali putusannya dinyatakan ditolak oleh Hakim, akan tetapi dilihat dari putusan pertama dinyatakan gugatan pembatalan desain industri oleh Firma Salim terhadap Dong A Pencil, gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka Kasasi dan Peninjauan Kembali juga ditolak maka telah jelas gugatan ini belum memasuki pokok perkara karena Penggugat atau Firma Salim tidak memiliki kedudukan sebagai Penggugat. Artinya bahwa gugatan masih dapat diajukan kembali jika yang mengajukan gugatan adalah pemegang desain industri atau dalam hal ini adalah Wang Jin Xi atau Cixi Jinlum Pen Making, karena putusan belum memasuki pokok perkara, jadi berbeda dengan gugatan ditolak.


C. Perlindungan hukum terhadap kebaruan desain industri dalam Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
[bookmark: _Hlk131119293]Desain industri terdapat syarat-syarat dalam menilai suatu kebaruan berdasarkan hasil putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan memenuhi persyaratan substansi yaitu:
a. [bookmark: _Hlk131119607]Kreasi desain industri yang memberikan kesan estetis.
b. [bookmark: _Hlk131119753]Kreasi desain industri yang dapat dilihat dengan kasat mata.
c. Kreasi desain industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan.
Syarat yang pertama “kreasi desain industri yang memberikan kesan estetis” dalam melihat pada syarat pertama, yaitu berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Tahun 2000 tentang Desain Industri, kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis dan warna atau kombinasinya yang memberikan kesan estetis, kreasinya bukan semata-mata fungsi atau teknis, melainkan juga mengenai keindahan pada suatu desain industri tersebut. Syarat yang kedua “kreasi desain industri yang dapat dilihat dengan kasat mata”, lazimnya suatu kreasi desain indstri harus dapat dilihat jelas dengan kasat mata (tanpa menggunakan alat bantu), dimana pola dan bentuknya jelas. Pada dasarnya, pilihan pembelian, keputusan pembelian, dan pendapat pelanggan tentang suatu produk didasarkan pada estetika produk atau artikel, yaitu penampilan seperti pola, bentuk, rupa, warna, kombinasi, dan lainnya. Sehingga desain industri tersebut dapat dibedakan dengan desain industri lainnya. Syarat yang ketiga “kreasi desain industri yang dapat diterapkan pada produk industri dan kerajinan tangan”, pada syarat ini, suatu desain industri dapat diproduksi secara massal melalui mesin maupun tangan. Dalam desain industri tidak hanya di desain dalam bentuk digital tetapi juga desain industri yang berasal dari karya tangan yang dibuat secara manual, sehingga dapat di daftarkan desain industrinya.
Firma Salim dalam mengajukan permohonan untuk pemeriksaan peninjauan kembali terhadap pembatalan desain industri milik Dong A Pencil, tetap menjadi milik Dong A Pencil dengan nama “PENA BOLPOIN” dan yang mendapatkan perlindungan hak desain industrinya yaitu Dong A Pencil. Berdasarkan data sekunder dari hasil putusan yaitu dengan melihat bahwa siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu maka akan mendapatkan hak desain industrinya. Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya dan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) yaitu pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa perrsetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. 
Peneliti dalam melihat sengketa tersebut setuju dengan hakim yang menjatuhkan sanksi dan menolak permohonannya. Kebaruan ataupun dalam perlindungan desain industrinya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga jika terjadi lagi sengketa yang sama atau adanya pelanggaran terhadap desain industri dapat meminimalisir dengan mengedepankan asas ataupun yang sudah tertulis dalam undang-undang, sehingga perlindungan hukumnya jelas dan sebagai pemilik atau pemegang hak mendapatkan hak eksklusifnya, sesuai dengan jangka waktu setelah pendaftarannya. Easy Gel Pen Kenko dengan nomor perkara 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tidak ada kebaruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga jelas bahwa Firma Salim tidak dapat hak perlindungan hukumnya dan tidak dapat membatalkan pendaftaran desain industri milik Dong A Pencil dengan nama “PENA BOLPOIN”, dimana Firma Salim dengan permohonannya tidak sesuai dengan Pasal 2 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hanya memberikan perlindungan kepada pemegang hak desain industri yang diberikan setelah pendaftarannya, sehingga jika pihak lain telah mengumumkan sebelumnya dapat dikatakan desain industri tersebut tidak baru lagi, dan tidak ada hak eksklusifnya, sehingga diharuskan adanya kebaruan dalam desain industri tersebut.
[bookmark: _Hlk130724928]Bentuk perlindungan hukum dari desain industri berdasarkan putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dengan memberikan sanksi berupa hukuman denda yang telah diputuskan oleh hakim dengan memutuskan untuk menghukum Firma Salim dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).  Mahkamah Agung dalam meneliti alasan peninjauan kembali yang dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, tidak salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan Judex Facti Majelis berpendapat bahwa Firma Salim atau Penggugat bukanlah orang yang berhakuntuk mengajukan gugatan pembatalan, yang berhak melakukan pembatalan desain industri adalah orang yang berkepentingan atau yang memiliki hak desain industri atau penerima lisensi, sehingga gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard). Diperoleh fakta-fakta dipersidangan bahwa bukti-bukti peninjauan Kembali yang diajukan oleh Firma Salim tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menetukan, dengan pertimbangan bahwa putusan Judex Juris permohonan penggugat tidak memiliki legal standing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Melihat dari putusannya dalam menilai kebaruan desain industri, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu pihak yang mengajukan pertama kali mengajukan permohonan desain industrinya dapat dianggap sebagai pemegang hak desain industri, tidak melihat adanya pengungkapan yang telah ada sebelumnya, sehingga Hakim dalam menimbang putusannya dianggap tidak adanya kebaruan dari permohonan peninjauan kembali sesuai dengan Nomor Perkara 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 dengan pemohon yaitu Firma Salim.
Putusan peninjauan kembali tersebut maka telah jelas Firma Salim sebagai penggugat tidak memiliki perlindungan hukum, karena menurut Hakim, Firma Salim bukan pihak yang berkepentingan, sedangkan pada faktanya dengan diberikan kuasa/kewenangan dengan dasar hubungan hukum perjanjian distributor seharusnya memiliki hak mengajukan gugatan, akan tetapi oleh karena gugatan tidak dapat diterima dengan alasan penggugat bukan sebagai pemegang hak desain industri maka gugatan dapat diajukan lagi, tetaoi oleh pemilik desain industri atau Wang Jin Xi dengan kata lain upaya hukumnya adalah mengajukan gugatan baru. Perlindungan Desain Industri baru diperoleh jika suatu Desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan. meskipun pada prinsipnya perlindungan akan diberikan sejak hak desain industri itu lahir, pada saat lahirnya hak desain industri. Hak itu sekaligus manifes dari seorang pendesain. 
Perlindungan Desain Industri baru diperoleh jika suatu Desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan. meskipun pada prinsipnya perlindungan akan diberikan sejak hak desain industri itu lahir, pada saat lahirnya hak desain industri. Sebagaimana uraian diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa menurut teori keadilan oleh Rawls bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama sehingga setiap orang memiliki keadilan yang sama dimata hukum, sehingga semua mendapatkan hak kebebasan yang sama satu sama lain. Dihubungkan dengan perlindungan hukum terhadap desain industri pada putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa dalam melihat suatu keadilan dalam perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari satu sisi atau hanya dari satu sumber, akan tetapi dapat dilihat dari berbagai pandangan lainnya, sehingga walaupun hasil dari permohonan yang dilakukan oleh Firma Salim tidak mendapatkan perlindungan hukumnya terhadap desain industri yang diajukan untuk Easy Gel Pen Kenko, tetapi dapat mengetahui bahwa ada pandangan lain terhadap aturan yang telah diatur sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak adanya kekhususan dalam melindungi hak-hak kebaruan desain industri. Kurangnya dalam melihat arti kebaruan sehingga berdampak terhadap perlindungannya.
Relevan dengan hal di atas, akibat dari perlindungan hukumnya terhadap hak desain industri tersebut, jika ada pihak lain yang menggunakan, mengedarkan, ataupun memperjual belikan dengan desain industri yang sama, maka harus meminta izin kepada pemilik desain industri tersebut, jika tidak ada izin untuk menggunakan ataupun mengedarkan desain industri tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Akibat hukum dan perlindungannya di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, akibat hukum dari sengketa Firma Salim dengan nomor perkara 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 perlindungan hak desain industrinya tetap menjadi milik Dong A Pencil dan menolak pembatalan pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh Firma Salim dengan Easy Gel Pen Kenko, sehingga permohonan yang dilakukan oleh Firma Salim dianggap tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan menghukum Firma salim dan menjatuhkan sanksi yang berlaku, pemerintah dalam menciptakan regulasi mengenai desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 



D. Simpulan
Hasil dari penelitian dan pembahasan ini, peneliti menyimpulkan bahwa:
1. [bookmark: _Hlk142906020]Penentuan standar kebaruan pada putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam hal ini hakim tidak memeriksa pokok perkara oleh karena pada putusan pertama dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, artinya pemeriksaan belum sampai pada pokok perkara yang disengketakan, sebagai akibatnya untuk putusan kasasi dan peninjauan kembali juga ditolak maka telah jelas gugatan ini belum memasuki pokok perkara oleh karena penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat. Gugatan masih dapat diajukan kembali jika yang mengajukan gugatan adalah pemegang hak desain industri, karena putusan belum memasuki pokok perkara. 
2. [bookmark: _Hlk142906131]Perlindungan hukum terhadap kebaruan desain industri dalam Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri tidak ada. Hal ini dikarenakan tidak ada pemeriksaan mengenai unsur kebaruan dalam pokok perkara pemeriksaan desain industri baik secara administrasi ataupun substantif, sehingga menimbulkan permasalahan mengenai pemberian hak desain industrinya. Untuk perlindungan desain industri hanya diberikan kepada pendesain atau yang diberikan haknya untuk desain tersebut, oleh karena itu tujuan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian kepada penerima lisensi dari pemegang hak desain industri. 
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